
 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  

NOMOR 37 TAHUN 2021 

TENTANG 

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

WALIKOTA SEMARANG, 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang mengatur 

mengenai peninjauan tarif retribusi dilaksanakan paling 

lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga 

dan perkembangan perekonomian serta penetapan tarif 

retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Tarif  Retribusi Tempat 

Khusus Parkir; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan dalam  Daerah Istimewa Jogjakarta;  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

 

 

 



 

 

 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573);  

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5028); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398);  

 

 



 

 

 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan  Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3079); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4139); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4655); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta 

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang 

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5229); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang 
Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5310); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5317); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang 
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5468); 

 

 

 



 

 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5594); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemcrintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang  

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12  

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Semarang Tahun 2007  Nomor 1 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang 
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Semarang Nomor 83); 

26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang  

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 
Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang  

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang  

Nomor 126); 

 

 



 

 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80  

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020  

Nomor 1781); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF RETRIBUSI 

TEMPAT KHUSUS PARKIR. 

 

 

Pasal 1  

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Tarif Retribusi Tempat Khusus 

Parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 
Tahun 2018 tentang  Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang. 

 

Pasal 2 

(1) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 1 dilakukan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

yang ada. 

(2) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan 

perkembangan perekonomian serta kemampuan masyarakat. 

 

      Pasal 3 

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut: 

a. tarif parkir di tempat rekreasi dan olahraga, meliputi: 

1.   Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga Rp. 3.000,00 (tiga ribu 
rupiah); 

2.   Kendaraan bermotor roda empat Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); dan 

3.   Kendaraan bermotor roda enam atau lebih Rp. 15.000,00 (lima belas 

ribu rupiah). 

 

 

 



 

 

b. tarif parkir di tempat selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
meliputi: 

1.   Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga Rp. 2.000,00 (dua ribu 

rupiah); 
2.   Kendaraan bermotor roda empat Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah); dan 

3.   Kendaraan bermotor roda enam atau lebih Rp. 15.000,00 (lima belas 

ribu rupiah). 

 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Semarang.  

 

 

Ditetapkan di  Semarang         

pada tanggal 16 Juni 2021     

     WALIKOTA  SEMARANG, 

 

 ttd 

        HENDRAR PRIHADI 

Diundangkan di Semarang  

pada tanggal  16 Juni 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, 

 

  ttd 

                 ISWAR AMINUDDIN 

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 37 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

 KOTA SEMARANG 
 
 
 

Drs.Satrio Imam Poetranto, M.Si 
Pembina Tingkat I 

                                                                       NIP.196503111986021004 

 

 

 

             

 


